TENTANG WEWENANG

Oleh :
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon *)

1. ISTILAH

D alam hukum positif, kita

temukan istilah wewenang

antara lain dalam UU no. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Pasal 1.6; Pasal 53
ayat 2 huruf C).

Istilah wewenang digunakan
dalam bentuk kata benda. Istilah itu
seringkali dipertukarkan dengan
istilah kewenangan. Kita serahkan
saja kepada ahli bahasa untuk men-
jelaskan manakah yang lebih tepat :
wewenang ataukah kewenangan.

Istilah wewenang atau kewenang-
an sering disejajarkan dengan istilah
"bevoegdheid" dalam istilah hukum
Belanda.

Kalau kita kaji istilah hukum kita
secara cermat, ada sedikit perbeda-
an antara istilah wewenang atau
kewenangan dengan istilah
bevoegdheid. Perbedaan terletak
dalam karakter hukumnya. Istilah
Belanda bevoegdheid digunakan baik
dalam konsep hukum publik maupun
dalam konsep hukum privat. Dalam
hukum kita, istilah kewenangan atau
wewenang seharusnya digunakan
selalu dalam konsep hukum
publik.

Dengan perbedaan tersebut
diatas, dalam tulisan singkat ini,
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istilah wewenang atau kewenangan
digunakan sejajar dengan istilah
bevogdheid dalam konsep hukum
publik.

1l. KONSEP KEWENANGAN ATAU

WEWENANG.

Dalam kepustakaan hukum
administrasi Belanda, soal wewenang
selalu menjadi bagian penting dan
bagian awal dari hukum administrasi
karena obyek administrasi adalah
wewenang pemerintahan (bestuurs-
bevoegdheid).

Dalam konsep hukum publik, we-
wenang, merupakan suatu konsep
inti dalam hukum tata negara dan
hukum administrasi (F. A. M. Stroink,
h. 26).

Dalam hukum tata negara, wewe-
nang (bevogdheid) dideskripsikan
sebagai kekuasaan hukum
(rechtsmacht). Jadi dalam konsep
hukum publik, wewenang berkaitan
dengan kekuasaan (Henc van
Maarseveen, h. 47).

Sebagai suatu konsep hukum
publik, wewenang terdiri atas seku-
rang-kurangnya tiga komponen,
yaitu:

— pengaruh
— dasar hukum
— konformitas hukum

(Henc van Maarseveen, h. 49).

Komponen pengaruh ialah bahwa
penggunaan wewenang dimaksudkan
untuk mengendalikan perilaku subyek
hukum. Komponen dasar hukum,
bahwa wewenang itu selalu harus
dapat ditunjuk dasar hukumnya dan
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komponen konformitas hukum,
mengandung makna adanya standard
wewenang, yaitu standard umum
(semua jenis wewenang) dan stan-
dard khusus (untuk jenis wewenang
tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewe-
nang hanya dibatasi pada wewenang
pemerintahan (bestuursbevoeg-
dheid).

Ruang lingkup wewenang peme-
rintahan, tidak hanya meliputi wewe-
nang untuk membuat keputusan
pemerintahan (besluit), tetapi juga
sémua wewenang dalam rangka
melaksanakan tugasnya.

lil. CARA MEMPEROLEH WEWE-

NANG.

Dalam kepustakaan hukum
administrasi terdapat dua cara utama
untuk memperoleh wewenang peme-
rintahan, yaitu atribusi dan delegasl.
Kadang-kadang juga, mandat,
ditempatkan sebagai cara tersendiri
untuk memperoleh wewenang,
namun apabila dikaitkan dengan
gugatan tun (gugatan ke pengadilan
tata usaha negara), mandat tidak

ditempatkan secara tersendiri karena
penerima mandat tidak bisa menjadi
tergugat di pengadilan tata usaha
negara.

ATRIBUSI.

Atribusi dikatakan sebagai cara
normal untuk memperoleh wewenang
pemerintahan (Van Wijk/Konijnenbelt,
h. 51). Juga dikatakan bahwa atribusi
juga merupakan wewenang untuk
membuat keputusan (besluit) yang
langsung bersumber kepada undang-
undang dalam arti materiil (Rapport,
h. 11). Rumusan lain mengatakan
bahwa atribusi merupakan pemben-
tukan wewenang tertentu dan
pemberiannya kepada organ tertentu.
Yang dapat membentuk wewenang

—

adalah organ yang berwenang ber-
dasarkan peraturan perundang-un-
dangan.

Pembentukan wewenang dan
distribusi wewenang utamanya
ditetapkan dalam UUD. Pembentuk-
an wewenang pemerintahan dida-
sarkan pada wewenang yang dite-
tapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Dalam hukum administrasi positif
ditemukan berbagai ketentuan
tentang atribusi. Dalam hukum positif
kita, contoh tentang pembentukan
wewenang atribusi antara lain :

Pasal 25 UU no. 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup : Gubernur KDH Tk. I.

berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penang-
gungjawab usaha dan/atau
kegiatan

Dalam PERDA Bangunan kita

temukan berbagai variasi rumusan

pemberian wewenang atribusi
misalnya : Dilarang tanpa izin

Bupati/KDH Tk. Il untuk

mendirikan bangunan di wilayah....

Rumusan larangan tersebut

sekaligus menetapkan wewenang

atribusi dari Bupati/KDH Tk. ||
untuk menerbitkan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB).

Wewenang atribusi dalam UU
tertentu juga diberikan kepada
Pegawai, misalnya dalam KUHAP
ditetapkan wewenang penyidikan
yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil tertentu (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil); demikian dalam uu
Pajak ditetapkan wewenang
Penetapan pajak bagi petugas pajak
yang notabene adalah pegawai
negeri.

Dalam praktek PTUN, suatu
masalah yang menarik ialah apakah
penyelenggaraan pendidikan oleh
masyarakat termasuk dalam penger-




tian pemberian wewenang kepada
masyarakat (untuk menyelenggara-
kan pendidikan). Oleh sementara
kalangan, penyelenggaraan pendidik-
an oleh masyarakat merupakan suatu
bentuk delegasl umum (oleh
Undang-undang). Tentang persoalan
delegasi dibahas setelah ini, dalam
kaitannya dengan atribusi, ditelaah
kemungkinan apakah ada atribusi
wewenang kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan ber-
dasarkan ketentuan UU No. 2 tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Pasal 47 UU No. 2 tahun 1989 :

(1) Masyarakat sebagai mitra Peme-
rintah berkesempatan yang se-
luas-luasnya untuk berperanserta
dalam penyelenggaraan pendidikan.

(2) Ciri khas satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat
tetap diindahkan.

(3) Syarat-syarat dan tata cara dalam
penyelenggaraan pendidikan
ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU

No. 2 tahun 1989, pertanyaan hukum

yang menyangkut persoalan apakah

dengan ketentuan tersebut masya-
rakat (badan swasta) diberi wewe-
nang pemerintahan (wewenang atri-
busi) untuk menyelenggarakan pen-
didikan. Pertanyaan-pertanyaan ter-
sebut adalah :
apakah makna peranserta?
apakah peranserta mengandung
makna diberi wewenang secara
atribusi?
apakah masyarakat (badan
swasta) tidak mungkin bertindak
sebagai penggugat di pengadilan
tata usaha negara?

PERANSERTA.
Dalam kepustakaan, peranserta
digunakan dalam berbagai arti. Dalam

“

hukum positif, peranserta pun diguna-
kan dalam berbagai arti. Peranserta
kadang-kadang diartikan sebagai hak
untuk memutus (medebeslissing-
srecht) dan kadang-kadang diartikan
sebagai partisipasi konkrit. Dalam
ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU No. 2
tahun 1989, pengertian peranserta
adalah partisipasi konkrit. Istilah yang
mengambang (vague) sangat menyu-
litkan kita untuk segera menyimpul-
kan apakah pihak masyarakat
(swasta) diberi wewenang dalam
artian hukum publik untuk menye-
lenggarakan pendidikan ataukah
sekedar diberi hak (wewenang dalam
pengertian hukum privat) untuk me-
nyelenggarakan pendidikan. Sebelum
beranjak lebih jauh, Pasal-pasal lain
terkait kiranya ikut membantu men-
jelaskan persoalan ini.

Pasal 36 ayat 2.

Biaya penyelenggaraan kegiatan
pendidikan di satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat
menjadi tanggung jawab badan/
perorangan yang menyelenggarakan
satuan pendidikan.

Pasal 51 :

Pengelolaan satuan dan kegiatan
pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat dilakukan oleh
badan/perseorangan yang menye-
lenggarakan satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Dengan ketentuan diatas, suatu
sengketa yang terjadi misalnya
tentang besarnya SPP yang ditetap-
kan oleh badan swasta jelas bukan
merupakan suatu sengketa tun.
Demikian juga sengketa yang me-
nyangkut SDM non pegawai negeri
sulit diklasifikasikan sebagai sengke-
ta tun. Ketentuan pengawasan dalam
Pasal 52 juga menimbulkan masa-
lah.

AJELAAGAS

“IRTLRIAY




Pasal 52 :

Pemerintah melakukan peng-

awasan atas penyelenggaraan pen-
didikan yang diselenggarakan Pe-
merintah ataupun oleh masyarakat
dalam rangka pembinaan perkem-
bangan satuan pendidikan yang ber-
sangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 52, ada
kemungkinan lahirnya sengketa
antara badan swasta dengan Peme-
rintah selaku pengawas. Apakah
sengketa tersebut merupakan seng-
keta tun ataukah sengketa perdata?
Andaikata badan swasta penyeleng-
gara pendidikan diartikan sebagai
juga badan tun, maka tidak mungkin
sengketa itu menjadi sengketa tun,
andaikata perkara perdata maka akan
muncul masalah baru sehubungan
dengan hukum materiil yang diterap-
kan yaitu apakah hukum perdata
(BW) ataukah UU Pendidikan dan
peraturan pelaksanaannya?

Kembali kepada pertanyaan
pokok, yaitu apakah melalui keten-
tuan Pasal 47 UU No. 2 tahun 1989,
masyarakat (badan swasta) diberi
wewenang atribusi untuk menyeleng-
garakan pendidikan, kiranya tidak
bisa dijawab dengan satu kesimpulan
karena ada beberapa masalah hukum
yang timbul seperti yang telah diilus-
trasikan di atas. Mungkin langkah
yang dapat dianjurkan ialah membe-
dakan proses belajar mengajar
dengan pengelolaan pendidikan
menyangkut pengelolaan pembiaya-
an, sumber daya dan lain-lain yang
bukan termasuk proses belajar
mengajar. Untuk proses belajar
mengajar yang terikat pada sistem
pendidikan yang digariskan oleh
Pemerintah barangkali dapat kita
simpulkan bahwa pihak swasta dalam
hal ini ikut menyelenggarakan tugas-
tugas (urusan) pemerintahan yaitu
pendidikan, namun apakah sengketa

yang lahir dari proses belajar
mengajar termasuk dalam katagori
sengketa tun memerlukan suatu
kajian yang mendalam. Kalau kita
bandingkan di Belanda, sengketa
yang lahir dalam proses belajar
mengajar seperti sengketa tentang
nilai ujian diakui sebagai sengketa tun
tetapi dikeluarkan dari kompetensi
absolut peradilan administrasi
karena sengketa semacam itu
ditangani secara khusus seperti
misalnya badan khusus yang
menangani sengketa tentang soal-
soal ujian atau examen.

Hal serupa dengan bidang pendi-
dikan adalah soal penyelenggaraan
upaya kesehatan oleh masyarakat
sebagaimana diatur dalam UU No. 23
tahun 1992 tentang kesehatan.

Pasal 71 UU No. 23 tahun 1992 :

(1) Masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperanserta dalam penye-
lenggaraan upaya kesehatan
beserta sumber dayanya.

(2) Pemerintah membina, mendo-
rong, dan menggerakkan swadaya
masyarakat yang bergerak di
bidang kesehatan agar dapat lebih
berdayaguna dan berhasilguna.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan
tata cara peranserta masyarakat
di bidang kesehatan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-undang kesehatan juga

menggunakan istilah peranserta.

Kiranya istilah ini tidak perlu dikupas

lagi. Yang khas dalam penyelengga-

raan upaya kesehatan ialah : Dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan
oleh masyarakat sulit membayang-
kan suatu hubungan pemerintahan,
yaitu hubungan antara yang
memerintah dengan yang diperintah
dalam konsep hukum administrasi.

Hubungan yang dimaksud antara lain

menyangkut :




hubungan dokter (di rumah sakit)
dengan pasien;
hubungan antara rumah sakit
dengan tenaga medis;
hubungan antara rumah sakit
dengan pasien.
Pertanyaan inti dalam hal ini ialah
apakah sengketa yang lahir dari
hubungan-hubungan hukum diatas
termasuk sengketa tun?
Kitanya sangat sulit untuk menjelas-
kan sengketa yang lahir dari hubung-
an-hubungan tersebut adalah seng-
keta tun.

DELEGASI

Hukum administrasi Belanda saat
ini telah merumuskan pengertian
delegasi dalam wet Belanda yang

terkenal dengan singkatan AWB-

(Algemene Wet Bestuursrecht).
Buku-buku hukum administrasi
Belanda saat ini berdasarkan pada
ketentuan pasal 10 : 3 AWB untuk
menjelaskan pengertian delegasi.
Ulasan tersebut kita jadikan titik tolak
perbandingan untuk mencoba
memahami konsep delegasi.

Dalam artikel 10 : 3 AWB, delegasi
diartikan sebagai penyerahan wewe-
nang (untuk membuat "besluit") oleh
pejabat pemerintahan (pejabat tun)
kepada pihak lain dan wewenang ter-
sebut menjadi tanggung jawab pihak
lain tersebut. Yang memberi/melim-
pahkan wewenang disebut delegans
dan yang menerima disebut delega-
taris (J. B. J. M. ten Berge, h. 89).

Syarat-syarat delegasi :

a. Delegasi harus definitif, artinya
delegans tidak dapat lagi meng-
gunakan sendiri wewenang yang
telah dilimpahkan itu.

. Delegasi harus berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kalau ada keten-

tuan untuk itu dalam peraturan

perundang-undangan.

. Delegasi tidak kepada bawahan,
artinya dalam hubungan hirarki
kepegawaian tidak diperkenankan
adanya delegasi,

. Kewajiban memberi keterangan
(penjelasan), artinya delegans
berwenang untuk meminta
penjelasan tentang pelaksanaan
wewenang tersebut.

. Peraturan kebijakan (beleid-sre-
gel), artinya delegans
memberikan instruksi (petunjuk)
tentang penggunaan wewenang
tersebut. -

(J. B. J. M. Ten Berge, h. 89, 90).

Seperti telah diuraikan di atas,
delegasi tidak dilakukan kepada
bawahan. Dalam kepustakaan digu-
nakan istilah dekonsentrasi, yaitu
kemungkinan terjadinya pemberian
wewenang dalam hubungan kepada
bawahan. Dekonsentrasi diartikan
sebagai atribusi wewenang kepada
para pegawai (bawahan). Tujuan
diadakannya dekonsentrasi ialah :
a. Adanya sejumlah besar permo-

honan keputusan dan dibutuh-

kannya keahlian khusus dalam
pembuatan keputusan;

. Kebutuhan akan penegakan
hukum dan pengawasan;

. kebutuhan koordinasi.

(ibid).

Dengan perbandingan tersebut
dalam merumuskan konsep delegasi
kiranya konsep delegasi tersebut di
atas dapat digunakan mengingat
konsep tersebut tidak serta merata
masuk dalam AWB tetapi sebelumnya
sudah menjadi kajian yang luas dan
mendalam (dalam kepustakaan
hukum administrasi).

Dengan konsep delegasi seperti
itu berarti tidak mungkin ada delegasi
umum dan tidak mungkin ada delega-
si dari atasan kepada bawahan.




DELEGASI UMUM.

Seringkali orang masih mengar-
tikan ketentuan peran serta dalam UU
Pendidikan dan UU Kesehatan
sebagai delegasi umum. Tidak jelas
apakah yang dimaksudkan dengan
delegasi umum. Dengan berdasarkan
konsep delegasi seperti dalam kepus-
takaan hukum administrasi Belanda,
sebuah contoh delegasi dalam hukum
positif kita adalah ketentuan Pasal 25
ayat 2 UU No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15 ayat 2 UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup :

Wewenang sebagaimana dimak-

sud pada ayat 1, dapat diserahkan
kepada Bupati/Walikotamadya KDH
Tk. Il dengan Peraturan Daerah
Tingkat 1.
Contoh di atas menunjukkan bahwa
delegasi harus berdasarkan ketentu-
an peraturan perundang-undangan.
Dalam contoh di atas, Undang-
undang telah merumuskan kemung-
kinan delegasi wewenang untuk me-
nerapkan sanksi berupa paksaan pe-
merintahan.

Sebuah contoh perumusan wewe-
nang yang agak menarik adalah
ketentuan Pasal 6 ayat 2 PP No. 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Pdsal 6 ayat 2 PP No. 24 tahun
1997:

Dalam melaksanakan pendaftar-
an tanah Kepala Kantor Pertanahan
dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain
yang ditugaskan untuk melaksana-
kan kegiatan-keglatan tertentu
menurut Peraturan Pemerintah ini
dan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.

Penjelasan.
Yang dimaksud dengan kegiatan-
kegiatan tertentu adalah misalnya

pembuatan akta PPAT oleh PPAT
atau PPAT sementara, pembuatan
risalah lelang oleh Pejabat Lelang,
adjudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematik oleh Panitia
Adjudikasi dan lain sebagainya.
Dengan rumusan dan penjelasan di
atas, nampak bahwa antara
ketentuan Pasal dengan penjelasan
masih harus dijelaskan lagi. Dengan
rumusan seperti itu apakah berarti
pembuatan akta PPAT merupakan
wewenang pemerintahan ? Apakah
dengan demikian akta PPAT adalah
tun ? Apakah rumusan tersebut
merupakan suatu rumusan atribusi
wewenang ataukah rumusan delegasi
wewenang ? Wewenang apa yang
didelegasikan dan wewenang
tersebut semula menjadi wewenang
siapa ? Pertanyaan-pertanyaan
tersebut dengan titik tolak konsep
atribusi dan konsep delegasi yang
telah diuraikan di atas, dapat dijawab
semuanya dengan jawaban negatif
(tidak), jadi rumusan tersebut
bukanlah memberikan wewenang
atribusi kepada PPAT untuk
melakukan sebagian wewenang
pendaftaran tanah atau bahkan suatu
delegasi wewenang pendaftaran
tanah karena pembuatan akta PPAT
sejak semula memang bukanlah
wewenang Kepala Kantor Per-
tanahan.Dengan demikian adalah
janggal andaikata ada tafsiran yang
mengatakan bahwa rumusan itu
merupakan suatu delegasi umum.
Demikian juga tidak tepatlah
anggapan sebagian kalangan bahwa
melalui UU Pendidikan, diletakkan
delegasi umum kepada badan swasta
untuk menyelenggarakan pendidik-
an.Oleh karena itu persoalan tentang
penyelenggaraan pendidikan oleh
badan swasta lebih tepat diper-
soalkan dari sudut atribusi wewenang
daripada soal delegasi wewenang.




MANDAT

Mandat merupakan suatu
pelimpahan wewenang kepada
bawahan. Pelimpahan itu bermaksud
memberi wewenang kepada bawahan
untuk membuat keputusan a.n
pejabat tun yang memberi
mandat.Keputusan itu merupakan
keputusan pejabat tun yang memberi
mandat. Dengan demikian tanggung
jawab dan tanggung gugat tetap pada
pemberi mandat. Untuk mandat tidak
perlu ada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang me-
landasinya karena mandat meru-
pakan hal rutin dalam hubungan in-
tern-hirarkis organisasi pemerintahan.

Dalam praktek (seperti di
Kotamadya Daerah Tk. Il Surabaya)
mandat telah dialihkan menjadi
delegasi (semu). Bentuk delegasi
semu ialah dengan merubah kop
surat yang lazimnya dengan judul :
WALIKOTMADYA KEPALA DAERAH
TK. I| SURABAYA.

menjadi Dinas tertentu misalnya :
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN
DAERAH.

Dengan perubahan tersebut, izi
mendirikan bangunan misalny
menjadi wewenang Walikotamadya
Kepala Daerah Tk.ll Surabaya,
dialihkan seakan-akan menjadi
wewenang Kepala Dinas Peng-
awasan Bangunan. Dengan demi-
kian, Kepala Dinas tidak lagi membuat
keputusan (izin) a.n Kepala Daerah
tetapi membuat  keputusan

ol
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berdasdrkan wewenang (semu) yang
ada pddanya. Pertanyaan hukum
sehubungan dengan delegasi semu
ialah :'Kepala Daerah masih dapat
mengeluarkan keputusan sendi ri
(izin) andaikata Kepala Dinas
menolak menerbitkan izin ? Kalau hal
itu dimungkinkan maka benar telah
terjadi suatu delegasi semu. Kiranya
praktek seperti ini merupakan suatu
cara penyelundupan hukum
menghindari gugatan terhadap
Kepala Daerah sehubungan dengan
ketentuan Pasal 1.6-UU No. 5 tahun
1986, karena bukankah sesuai
dengan ketentuan UU No. 5 tahun
1974, Dinas adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah (Pasal 49 ayat 1
UU No. 5 tahun 1974)dan bukankah
Kepala Daerah mewakili Daerahnya
di dalam dan di luar Pengadilan ?
(Pasal 23 ayat 1 UU No. 5 tahun
1974).

Dengan kedudukan Dinas sebagai
unsur pelaksana, berarti Kepala Dinas
adalah bawahan Kepala Daerah.
Konsep delegasi tidak memungkinkan
sdanya delegasi kepada bawahan.
Dengan demikian figur wewenang
macam apakah yang dimiliki oleh
Kepala-Kapala Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah Kotamadya
Surabaya? Apakah wewenang
atribusi kalau tidak mungkin delegasi?
Kalau diartikan sebagai suatu
wewenang atribusi apakah itu dapat
diartikan sebagai suatu bentuk
dekonsentrasi?
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